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ABSTRAK  

Annisa Reja Danurahman. 1701617155. Laporan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) pada Seksi Verifikasi Akuntansi dan Pencairan Dana pada 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII.Jakarta: Program Studi 

Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta.  

 Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dibuat sebagai gambaran hasil 

pekerjaan yang dilakukan selama menjalankan PKL. Praktik Kerja Lapangan yang 

dilaksanakan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak 29 Juli 2019 

sampai dengan 30 Agustus 2019 dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara Jakarta VII. Pada Seksi Verifikasi Akuntansi dan Pencairan Dana. Selama 

melaksanakan PKL, praktikan melaksanakan beberapa tugas seperti melakukan 

pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, 

melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara milik satuan kerja 

(satker), melakukan upload surat perintah membayar dan melakukan persetujuan 

surat perintah membayar. 

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan adalah untuk 

meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan 

mahasiswa di dunia kerja. Hasil dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, 

wawasan pengetahuan praktikan menjadi bertambah mengenai sistem akuntansi 

disebuah proyek, dan juga menambah pengalaman, kemampuan, dan keterampilan. 

Kata Kunci : Praktik Kerja Lapangan, Verifikasi Akuntansi, Pencairan Dana, 

Satuan Kerja, Laporan Pertanggungjawaban, Surat Perintah 

Membayar, wawasan, keterampilan.  
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya, sehingga saya dapat 

menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini yang 

dilaksanakan pada 29 Juli 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019 di Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII. 

 Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL, saya mendapat 

bantuan serta dukungan dari beberapa pihak sehingga dapat 

menyelesaikan laporan PKL ini. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

2. Sri Indah Nikensari, S.E., M.SE., selaku Koordinator Program Studi 

S1 Pendidikan Ekonomi. 

3. Ati Sumiati, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan 

Akuntansi, Universitas Negeri Jakarta. 

4. Santi Susanti, S.Pd., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja 

Lapangan. 

5. Drs. Suhardjono selaku Kepala Kantor KPPN Jakarta VII. 

6. Fathurrahman, S.E., selaku Kepala sub Bagian Umum KPPN Jakarta 

VII. 
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7. Setiyono, S.E., selaku Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi sekaligus 

Pembimbing praktikan dalam melaksanakan kegiatan PKL di KPPN 

Jakarta VII. 

8. Iwan Dwi K, S.E, MBA., selaku Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN 

Jakarta VII. 

9. Seluruh karyawan KPPN Jakarta VII yang telah membantu dan 

bekerja sama dengan baik selama pelaksanaan kegiatan PKL di 

KPPN Jakarta VII. 

10. Kedua orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan baik 

moral maupul material. 

11. Devi, Aurel, Ari, Isni dan Sasa selaku rekan selama Praktik Kerja 

Lapangan di KPPN Jakarta VII. 

12. Teman-teman Pendidikan Akuntansi 2017 yang senantiasa 

memberikan saran dan dukungan dalam penyusunan Laporan PKL 

ini. 

Praktikan menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan 

laporan PKL ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, praktikan 

menerima kritik dan saran yang dapat membangun. Akhir kata semoga 

laporan PKL ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca. 

Jakarta, November  2019 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Dunia kerja saat ini menuntut perguruan tinggi untuk menghasilkan 

lulusan-lulusan yang dapat bersaing serta dapat beradaptasi dengan 

lingkungan kerja dan siap menghadapi tantangan. Seiring perkembangan 

dunia teknologi saat ini yang sangat pesat dengan peningkatan kebutuhan 

layanan yang cepat dan juga efisien. Maka dari itu hal ini mengharuskan 

orang-orang serta perusahaan atau instansi untuk dapat mengikuti 

perkembangan tersebut agar nantinya tidak tertinggal maupun kalah 

bersaing. 

Oleh karena itu, kualitas dan kemampuan sumber daya manusia 

harus seimbang dengan kualitas teknologi saat ini. Dalam hal ini Universitas 

Negeri Jakarta berupaya untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia 

yang mampu bersaing dalam dunia kerja serta memiliki keahlian dan 

kualitas yang dibutuhkan baik oleh instansi maupun perusahaan. Maka dari 

itu Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi mewajibkan 

mahasiswa untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan agar siap bersaing 

di dunia kerja. 

Dengan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan diharapkan 

memberikan gambaran serta pengalaman kepada mahasiswa tentang dunia 
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kerja dalam program studi dan konsentrasi yang sedang ditempuh.Selain itu, 

Praktik Kerja Lapangan juga diharapkan meningkatkan kompetensi 

mahasiswa seperti kemampuan, pengetahuan, dan juga keterampilan dalam 

bidang akuntansi di dunia kerja. 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan pada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII  guna memperoleh berbagai 

informasi dan pengetahuan serta pengalaman dunia kerja secara 

nyata.Dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja lapangan, praktikan dilatih 

untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja.Dengan begitu, praktikan 

dapat melatih mental dan keterampilan yang dimiliki, serta siap menghadapi 

tantangan dalam dunia kerja. 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1. Memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Pendidikan bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, 

Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta. 

2. Mempelajari bidang akuntansi secara langsung pada instansi atau 

perusahaan tempat dilaksanakannya kegiatan PKL. 

3. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan juga keterampilan 

dalam bidang akuntansi di dunia kerja. 

4. Mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapat di perkuliahan 

5. Melatih mental yang siap bersaing dalam menghadapi dunia kerja 
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C. Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

1. Manfaat bagi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta 

a. Memberikan pengalaman yang nyata mengenai dunia kerja 

b. Sebagai wadah untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatkan 

selama perkuliahan. 

c. Meningkatkan kreativitas, kedisiplinan dan kemampuan bekerja 

dalam menyelesaikan pekerjaan 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Membina hubungan baik dengan instansi atau perusahaan yang 

terkait 

b. Dapat meningkatkan kemampuan diri mahasiswa untuk 

berkompetisi dalam dunia kerja 

c. Sebagai bahan evaluasi terhadap program studi kependidikan yang 

terdapat di Universitas Negeri Jakarta untuk mampu bersaing di 

dunia kerja. 

3. Bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII 

a. Mendapatkan bantuan sumber daya manusia dalam menjalankan 

kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan sesuai bidang 

keahlian 

b. Dapat menjalin hubungan baik dengan lembaga pendidikan terkait 

dalam menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan 
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c. Membantu menyiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas dan 

bertanggung jawab 

 

D. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

 

Gambar I.1 Logo Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII 

Sumber: djpbn.kemenkeu.go.id 

  

Tempat praktikan melaksanakan kegiatan PKL ini adalah Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII. Selama 

melaksanakan kegiatan PKL di KPPN Jakarta VII praktikan ditempatkan  di 

seksi Verifikasi Akuntansi dan Pencairan Dana.  Adapun profil KPPN 

Jakarta VII adalah:  

Alamat Instansi  : Jalan Otto Iskandardinata No. 53 Jakarta Timur   

Telepon     : 021-85915424  

Fax     : 021-85915426  

Email     : kppn182@gmail.com 
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E. Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

  Program Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 25 hari kerja, 

terhitung sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019. Waktu 

pelaksanaan yang ditentukan oleh pihak perusahaan dimulai dari hari Senin 

sampai dengan Jumat pukul 08.00 WIB s.d 17.00 WIBdan waktu istirahat 

pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Adapun rincian tahapan 

kegiatan sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

 Pada awal tahap persiapan, setelah mengetahui informasi terkait 

pelaksanaan PKL untuk mahasiswa Pendidikan Akuntansi 2017, 

praktikan mulai mencari informasi mengenai perusahaan/instansi yang 

menerima lowongan PKL untuk mahaasiswa atau tidak. Setelah 

mendapatkan beberapa informasi terkait tempat yang menerima 

lowongan PKL. Praktikan kemudian mengajukan surat permohonan 

untuk diajukan ke perusahaan/instansi yang praktikan tuju.  

 Pertama, praktikan membuat surat permohonan yang akan diajukan 

kepada PT KAI DAOP 1 Jakarta. Praktikan kemudian mengajukan surat 

pengantar dari Gedung R Fakultas Ekonomi. Setelah itu praktikan 

melakukan proses pengisian data terkait surat permohonan pada web 

SIPERMAWA. Kemudian praktikan menunggu beberapa hari hingga 

surat tersebut selesai. Setelah surat sudah diterbitkan dari BAKHUM, 

praktikan kemudian mengajukan surat permohonan ke PT KAI DAOP 

1 Jakarta. Tetapi ketika sampai disana, pihak PT KAI DAOP 1 Jakarta 
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mengatakan bahwa posisi untuk mahasiswa magang sudah penuh maka 

praktikan tidak dapat diterima untuk PKL disana. 

 Setelah mendengar informasi tersebut maka praktikan kemudian 

membuat surat permohonan kembali ke perusahaan/instansi yaitu 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII. Setelah 

proses pembuatan surat selesai dan surat sudah di terbitkan dari 

BAKHUM, praktikan kemudian menuju KPPN Jakarta VII untuk 

mengajukan surat permohonan tersebut. Praktikan mengajukan surat 

permohonan kepada bagian Divisi Umum KPPN Jakarta VII. Bagian 

Divisi Umum KPPN Jakarta VII mengatakan bahwa praktikan akan 

diberi kabar jika praktikan di terima untuk PKL.  

 Setelah menunggu beberapa hari praktikan mendapatkan balasan 

surat dari KPPN Jakarta VII yang menyatakan bahwa praktikan di 

terima untuk PKL sesuai dengan waktu yang telah disepakati. 

2. Tahap Pelaksanaan PKL 

 Praktikan melaksanakan PKL selama 25 hari kerja terhitung sejak 

tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019, dengan ketentuan 

jadwal operasional: 

Hari Masuk  : Senin sampai dengan Jumat 

Waktu Kerja  : 08.00 WIB s.d 17.00 WIB 

Waktu Istirahat  : 12.00 WIB s.d 13.00 WIB 
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3. Tahap Penyusunan Laporan 

Praktikan menyusun laporan PKL berdasarkan apa yang telah 

dilaksanakan praktikan selama kegiatan PKL di KPPN Jakarta VII. 

Data-data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan PKL ini praktikan 

dapatkan selama melaksanakan kegiatan PKL yang dibimbing oleh 

Kepala Seksi dimana praktikan ditempatkan. Data-data terkait laporan 

PKL ini mulai dikumpulkan pada bulan Agustus 2019. Lalu penyusunan 

laporan PKL ini dimulai pada bulan Oktober hingga November 2019. 

Praktikan menyusun laporan PKL sesuai dengan pedoman yang telah 

ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

No 
Tahap 

Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan 

Juli Agustus September Oktober November 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Persiapan                     

2 Pelaksanaan                     

3 Pelaporan                     

Tabel I.1 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
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BAB II 

TINJAUAN TEMPAT PKL 

A. Sejarah Singkat KPPN Jakarta VII 

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI No.303/KMK01/2004 

tanggal 23 Juni 2004 tentang perubahan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas 

Negara (KPKN) menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), 

perubahan KPKN menjadi KPPN diharapkan KPPN dapat melaksanakan fungsi 

sebagai Bendahara Umum Negara (Comtabel) dan dapat memberikan pelayanan 

yang lebih baik kepada masyarakat secara cepat, tepat dan sistematis. KPPN 

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara 

umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan 

penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pada Tahun 2012, pembentukan KPPN Jakarta VII dilatarbelakangi oleh 

volume pekerjaan yang besar dimana lebih dari 70% APBN direalisasikan di  

Jakarta. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dituntut untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan terhadap kecepatan dan ketepatan proses pencairan dana setiap 

tahunnya. Guna meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mendukung 

kelancaran penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 

Menteri Keuangan menetapkan KPPN Jakarta VII sebagai KPPN baru di DKI 

Jakarta.  
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor  

169/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Keputusan Direktur 

Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2013  tentang Pembagian Beban Kerja 

KPPN Jakarta VII, KPPN Jakarta VII resmi beroperasi mulai 1 Desember 2013. 

(KPPN Jakarta VII, 2017) 

KPPN Jakarta VII diresmikan pada tanggal 27 Februari 2014 oleh Dirjen 

Perbendaharaan.Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan merupakan salah satu 

instansi dibawah naungan Kementerian Keuangan. Selain Ditjen Perbendaharaan, 

terdapat beberapa Ditjen yaitu Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Bea & Cukai, 

dan Ditjen Kekayaan Negara. KPPN merupakan instansi di bawah naungan Ditjen 

Perbendaharaan dalam memberikan fungsi pelayanan perbendaharaan 

Negara.Dalam pelaksanaan kegiatannya, KPPN bertangungjawab kepada Kantor 

Wilayah Ditjen Perbendaharaan. KPPN Jakarta VII bertanggung jawab  kepada 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. (KPPN 

Jakarta VII, 2017) 

B. Visi , Misi dan Motto KPPN Jakarta VII 

Visi 

Menjadi pengelola perbendaharaan Negara di daerah yang profesional, 

modern, transparan dan akuntabel. 
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Misi 

1. Mejamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat 

jumlah, dan tepat waktu. 

2. Mengelola penerimaan Negara secara professional dan akuntabel. 

3. Mewujudkan pelaporan pertanggung jawaban APBN yang akurat dan tepat 

waktu. 

4. Memberikan pelayanan prima terhadap stakeholders. 

Motto dan Janji Layanan KPPN Jakarta VII 

1. Motto Layanan  : “Disiplin dalam bekerja, Prima dalam Pelayanan” 

2. Janji Layanan  : “Layanan Terbaik Tekad Kami, Senyum Anda  

Motivasi Kami.”    

C. Struktur Organisasi KPPN Jakarta VII 

KPPN dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu KPPN Tipe A1, KPPN Tipe 

A2, dan KPPN Khusus yang dibedakan lagi menjadi KPPN Khusus Pinjaman dan 

Hibah, KPPN Khusus Penerimaan, dan KPPN Khusus Investasi. KPPN di wilayah 

DKI Jakarta umumnya adalah KPPN Tipe A1, termasuk KPPN Jakarta VII.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, KPPN Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 

perbendaharaan dan BUN, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta 

penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui kas Negara 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh 
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dari https://kppntanjungbalai.files.wordpress.com, KPPN Tipe A1 terdiri dari 1 

Sub.Bagian Umum, dan 4 seksi yaitu Seksi Pencairan Dana, Seksi Manajemen 

Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI), Seksi Bank, dan Seksi Verifikasi Akuntansi 

(Vera). 

Pemisahan sub bagian dan seksi-seksi yang ada adalah sesuai tugas dan 

fungsi pokoknya. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap seksi memiliki kepala seksi 

(kasi) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor KPPN Jakarta VII. 

Berikut merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing seksi di KPPN Jakarta VII:  

1. Kepala Kantor  

KPPN Jakarta VII dipimpin oleh seorang kepala kantor. Kepala kantor 

memiliki tugas dan wewenang dalam mengatur jalannya kegiatan di KPPN 

Jakarta VII. Kepala kantor juga bertugas memonitoring pegawai-pegawai 

KPPN Jakarta VII dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bagiannya 

masing-masing.  

2. Sub Bagian Umum  

Sub Bagian Umum dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan 

memiliki 7 staff yang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Umum. 

Sub Bagian Umum memiliki fungsi sebagai supporting unit yang melakukan 

pengelolaan organisasi, kinerja, sumber daya manusia (SDM), keuangan, tata 

usaha dan pengelolaan rumah tangga.  

 

3. Seksi Pencairan Dana  

https://kppntanjungbalai.files.wordpress.com/


 
 

 
 

12 

Seksi Pencairan Dana dikepalai oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan 

memiliki 18 staff yang bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pencairan 

Dana. Seksi pencairan dana mempunyai beberapa fungsi yaitu:  

a. Melakukan pengujian resume tagihan, surat perintah membayar 

(SPM) dan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja badan 

layanan umum (BLU), penerbitan surat tanggapan koreksi.  

b. Melakukan pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier), dan 

belanja satuan kerja.  

c. Melakukan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang. 

d. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan 

kerja. 

4. Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal (MSKI)  

Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal (MSKI) 

dikepalai oleh Kepala Seksi MSKI dan memiliki 5 staff yang bertanggung 

jawab kepada Kepala Seksi MSKI. Seksi MSKI mempunyai beberapa fungsi 

yaitu:  

a. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan 

perbendaharaan.  

b. Supervisi teknis sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) 

dan helpdesk sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI).  

c. Pemantauan standar kualitas layanan KPPN dan penyedia layanan 

perbendaharaan.  

5. Seksi Bank  
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Seksi Bank dikepalai oleh Kepala Seksi Bank dan memiliki 4 staff yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bank. Seksi bank memiliki beberapa 

fungsi yaitu:  

a. Melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, penerbitan surat 

perintah pencairan dana (SP2D).  

b. Menerbitkan daftar tagihan, pegelolaan rekening pemerintah, 

penatausahaan penerimaan negara, penyelesaian retur, pengujian 

permintaan pengembalian penerimaan negara, konfirmasi dan koreksi 

data transaksi penerimaan, helpdeks penerimaan negara, pengelolaan 

dokumen sumber data analisis data penerimaan pihak ketiga (PFK).  

c. Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak 

(PNBP), supervisi implementasi cash management system pada 

rekening bendahara.  

d. Melakukan monitoring dan evaluasi pada kredit program.  

6. Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera)  

Seksi Vera dikepalai oleh Kepala Seksi Vera dan memiliki 4 staff yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Vera. Seksi verifikasi dan akuntansi 

memiliki beberapa fungsi yaitu: 

a. Melakukan verifikasi dokumen pembayaran dan rekonsiliasi data 

laporan keuangan.  

b. Melakukan pembinaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara.  
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c. Melakukan penyusunan laporan keuangan Bendahara Umum Negara 

(BUN) tingkat UAKBUN Daerah, laporan realisasi dan analisis 

kinerja anggaran.  

d. Melakukan pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk 

barang. 

e. Menerbitkan dokumen pengembalian penerimaan. 

D. Kegiatan Umum KPPN Jakarta VII 

KPPN sebagai Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

memiliki kegiatan umum yaitu Pencairan Dana dimana dilakukannya pengajuan 

pencairan dengan melampirkan Surat Perintah Membayar (SPM). SPM yang dapat 

diajukan antara lain: SPM LS Belanja Pegawai, SPM Bendahara, SPM Pihak 

Ketiga, SPM UP, SPM TUP, SPM GUP, RETUR SP2D, RALAT SPM, SKPP. 

KPPN Jakarta VII melakukan layanan pelaporan keuangan, KPPN Jakarta 

VII melakukan beberapa kegiatan yaituMelakukan rekonsiliasi Unit Akuntansi 

Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Melakukan reklasifikasi setoran uang 

persediaan (UP), Membuat surat keterangan telah dibukukan (SKTB) yang dibuat 

oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN atas pendapatan dan/atau penerimaan 

negara yang telah dibukukan oleh KPPN, Membuat surat keputusan persetujuan 

pembayaran pengembalian pendapatan (SKP4) yang berfungsi sebagai dasar 

pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan.  

KPPN Jakarta VII juga membuka layanan bank/giro yangmemiliki beberapa 

kegiatan yaitu Melakukan pembukaan rekening pemerintah, Melakukan perbaikan 
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data atas kesalahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Melakukan konfirmasi 

atau legalisasi surat setoran (SSP/SSBP/SSPB) yang telah dibayarkan melalui 

bank/pos persepsi, Menerbitkan surat perintah membayar (SPM) pengembalian.  

Dalam rangka penyampaian SPM dan pengambilan SP2D, Kuasa Pengguna 

Anggaran dapat menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambil SP2D. Maka 

petugas pengantar SPM harus memiliki Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS). 

Pembuatan KIPS dapat dilakukan pada KPPN dengan melampirkan beberapa 

dokumen yang diperlukan. 

Selain itu, KPPN juga melayani Pembuatan Personal Identification Number 

Petugas Pengantar Surat Perintah Membayar (PIN PPSPM). PIN PPSPM 

merupakan sebuah tanda tangan elektronik PPSPM berbentuk sederet angka yang 

dibuat dan dimiliki oleh PPSPM yang berfungsi sebagai tanda tangan elektronik 

pada ADK SPM yang akan dikenali dan diverifikasi autentikasinya oleh sistem 

KPPNpada saat PPSPM mengajukan pencairan dana, pendaftaran supplier, 

pendaftaran kontrak, pembatalan kontrak dan sebagainya. 
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BAB III  

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN   

A. Bidang Kerja 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Jakarta VII. KPPN Jakarta VII terletak di Jalan Otto 

Iskandardinata No. 53 Jakarta Timur. Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan di KPPN Jakarta VII, praktikan ditempatkan di seksi Verifikasi 

Akuntansi dan Pencairan Dana. Adapun job description pada Seksi Verifikasi 

Akuntansi yaitu : 

1. Melakukan pembukuan jurnal Hibah Langsung dari Satker pada aplikasi 

SPAN. 

2. Melakukan verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengeluaran dan 

Penerimaan yang diberikan oleh Satker. 

Lalu job description praktikan pada Seksi Pencairan Dana yaitu: 

1. Mengupload Arsip Data Komputer (ADK) yang berisi Surat Perintah 

Membayar (SPM) ke dalam aplikasi SPAN 

2. Menyetujui Arsip Data Komputer yang sudah di upload pada aplikasi SPAN 
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B. Pelaksanaan Kerja  

Selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Jakarta VII, praktikan melaksanakan beberapa tugas. Pada 

hari pertama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan terlebih dahulu 

menemui Kepala Sub Bagian Umum untuk lapor diri. Selanjutnya, praktikan 

diperkenalkan kepada seluruh Kepala Seksi Bagian beserta staff-staffnya. Setelah 

itu, praktikan ditempatkan pada Seksi Verifikasi Akuntansi lalu diberi bimbingan 

awal sebelum mengerjakan tugas-tugas oleh pembimbing. Pada Seksi Verifikasi 

Akuntansi praktikan diberikan beberapa tugas antara lain: 

1. Melakukan pembukuan jurnal Hibah Langsung dari Satker pada aplikasi 

SPAN. 

Mekanisme Pengelolaan Hibah Langsung diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi 

Pengelolaan Hibah. Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima 

langsung oleh K/L, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang pengesahannya dilakukan 

oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 

Pengesahan Hibah Barang/Jasa/Surat Berharga (BJS) dilakukan oleh 

Seksi Verifikasi Akuntansi. Dengan itu Satker menyampaikan surat 

permohonan pengesahan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah 

Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL BJS) (Lampiran 10, 

Hal 61) dan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat 
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Berharga (MPHL-BJS) (Lampiran 11, Hal 62 ) beserta dokumen pendukung 

dan Aplikasi Data Komputer (ADK). Dokumen pendukung yang harus 

dilampirkan yaitu: 

1. Surat Penetapan nomor register Hibah (Lampiran 12, Hal 63) 

2. Berita Acara Serah Terima (BAST) (Lampiran 13, Hal 64 ) 

3. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) 

(Lampiran 14, Hal 65 ) 

Petugas Front Office pada Seksi Verifikasi Akuntansi kemudian 

melakukan pengujian atas SP3HL BJS, meneliti MPHL-BJS, dan melakukan 

pengujian MPHL-BJS. Setelah proses ini selesai dan hasil konversi berhasil 

di upload di Aplikasi Konversi. Kemudian proses selanjutnya yaitu 

melakukan pembukuan jurnal Hibah Langsung pada aplikasi SPAN. 

 Adapun langkah-langkah yang dilakukan ketika melakukan pembukuan 

jurnal Hibah Langsung antara lain: 

1. Praktikan mencari ADK hasil konversi, kemudian mengekstrak ADK 

berbentuk zip kedalam bentuk folder 
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Gambar III.1 Tampilan Ekstrak Hasil Konversi ADK 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

2. Kemudian buka file ADK WEB ADI untuk lengkapi data pada jurnal 

MPHL-BJS. Data yang harus dilengkapi yaitu parameter “Tanggal 

Akuntansi” dan “Periode”.  

3. Untuk mengisi parameter Tanggal Akuntansi klik 2x, kemudian muncul 

isian User Name dan Password untuk log in pada Oracle 

 

Gambar II.2 Tampilan Log in pada Oracle 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 
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4. Setelah berhasil log in, lalu pilih responsibility kemudian pilih 

“182_GL_VERA_USER”  

 

Gambar III.3 Tampilan Menu Responsibility pada Aplikasi Oracle 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

5. Lalu lengkapi tanggal,bulan dan juga tahun pada parameter “Tanggal 

Akuntansi” 

 

Gambar III.4  Tampilan Mengisi Parameter Tanggal Akuntansi 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 
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6. Lalu lengkapi parameter Periode sesuai dengan MPHL BJS 

 

Gambar III.5  Tampilan Mengisi Parameter Periode 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

7. Setelah itu lakukan proses upload Jurnal ADK Web ADI dengan cara 

klik Menu “Add-ins”, kemudian klik Oracle pada sisi kiri tampilan 

layar, lalu pilih menu “Upload” 

 

Gambar III.6 Tampilan Proses Upload Jurnal 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 
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8. Kemudian muncul tabel “Upload Jurnal” lalu parameter yang diubah 

adalah “Flexfield Deskriptif” yaitu pilih “Import Tanpa Validasi” 

 

Gambar III.7 Tampilan Mengubah Parameter saat melakukan upload jurnal 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

9. Lalu setelah itu akan muncul informasi seperti pada gambar, ini berarti 

proses upload jurnal ADK Web ADI MPHL BJS tersebut berhasil. 

 

Gambar III.8 Tampilan Proses Upload Jurnal Berhasil 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

10. Kemudian masuk ke dalam aplikasi SPAN, lalu pilih menu 

“182_GL_VERA_USER” kemudian klik menu “jurnal” lalu klik menu 

“Enter” 
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Gambar III.9 Tampilan Aplikasi SPAN untuk melakukan jurnal Hibah Langsung 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

11. Lengkapi parameter-parameter sebagai berikut: 

a. Jurnal  : diisi Nama Jurnal 

b. Buku Besar : diisi text SPAN Accrual Ledger 

c. Sumber  : diisi text Penyesuaian 

d. Periode  : diisi bulan pembukuan jurnal 

e. Pembukuan : diisi text Tidak dibukukan 

Kemudian klik “Temukan” 
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Gambar III.10 Tampilan untuk menemukan jurnal dalam aplikasi SPAN 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

12. Kemudian untuk melakukan pembukuan jurnal MPHL-BJS maka akan 

muncul Batch Jurnal yang akan diposting pada Tabel “Masukan 

Jurnal”. Untuk melihat dan meninjau kembali jurnal yang terbentuk 

pada batch jurnal dimaksud, tekan menu “Peninjauan Jurnal” 

 

Gambar III.11 Tampilan peninjauan jurnal 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

 

Isi nama jurnal 

Isi Penyesuaian 

Tidak dibukukan 
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13. Cek Header Jurnal dan Detail Jurnal, maka: 

a. Jika jurnal tidak tepat, dapat dilakukan delete (proses kembali, 

tergantung permasalahan di jurnal yang dimaksud) 

b. Jika sudah benar, maka dapat dilakukan posting dengan cara klik 

menu “Bukukan” 

 

Gambar III.12 Tampilan Melakukan Proses Pembukuan Jurnal 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

14. Pelaksanaan pencatatan di aplikasi SPAN telah selesai 

15. Pengesahan SP3HL BJS dan Persetujuan MPHLBJS ditandatangani 

oleh Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi. 

2. Melakukan verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengeluaran dan 

Penerimaan yang diberikan oleh Satker. 

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara adalah laporan 

berkala yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan uang 

yang ada di bendahara, baik bendahara penerimaan maupun bendahara 

Pilih menu “bukukan” 

jika sudah sesuai 
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pengeluaran. Setiap satker harus menyerahkan LPJ Bendahara Pengeluaran 

setiap awal bulan dengan batas waktu tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya 

setelah bulan bersangkutan berakhir atau pada hari kerja sebelumnya jika 

tanggal 10 adalah hari libur. 

Berdasarkan PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan 

dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN dan 

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2014, atas keterlambatan 

penyampaian LPJ Bendahara maka Sarker tersebut dapat diberikan sanksi 

berupa penundaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas 

Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan. Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan ketika melakukan verifikasi LPJ Pengeluaran/Penerimaan 

yaitu: 

1. Praktikan menerima ADK dan juga hardcopy LPJ 

Penerimaan/Pengeluaran dari Satker. Dokumen yang harus dilampirkan 

saat penyampaian LPJ Pengeluaran yaitu: 

a) Laporan Petanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sesuai format 

PER-03/PB/2014. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

Pengeluaran ini dibuat oleh Satker di wilayah kerja KPPN. 

Pengeluaran yang dicantumkan dalam LPJ merupakan Realisasi 

Belanja atas beban APBN. (Lampiran 15, Hal 66 ) 

b) Rekening Koran atau Daftar Rekening Bendahara 

Pengeluaran/Penerimaan. (Lampiran 16, Hal 67 ) 
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c) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi (Lampiran 17, Hal 

68 ) 

d) Daftar Rincian Kas Rekening Satker (Lampiran 18, Hal 69 ) 

e) Nota Konfirmasi Penerimaan Negara (Lampiran 19, Hal 70 ) 

f) Neraca (Lampiran 20, Hal 71 ) 

2. Praktikan melakukan log in pada aplikasi SPRINT 

 

Gambar III.13 Tampilan Log in pada aplikasi SPRINT 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

3. Praktikan kemudian mengecek apakah LPJ Pengeluaran sudah di upload 

pada aplikasi SPRINT 

1. Jika Satker belum meng-upload, maka praktikan yang meng-upload 

menggunakan ADK yang dibawa oleh Satker. Pilih menu 

“SILABUN” kemudian klik “UPLOAD”. Isi bulan sesuai dengan 

bulan pelaporan LPJ, setelah itu klik “Add” dan masukan ADK yang 

telah dibawa oleh Satker ke dalam aplikasi SPRINT 
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Gambar III.14 Tampilan Menu upload ADK LPJ 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

2. Jika Satker sudah meng-upload maka praktikan dapat langsung 

memeriksa kesesuaian data dalam file ADK dengan hardcopy LPJ 

yang dibawa oleh Satker. Maka pilih menu “SILABUN” kemudian 

klik “Approve” lalu isi kode satker, setelah itu klik “pen”  

 

Gambar III.15 Tampilan Menu Approve ADK pada SPRINT 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

Pilih menu “upload” 

untuk melakukan 

upload ADK LPJ 

Pilih menu “approve” untuk 

melakukan approve ADK 

LPJ 
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4. Praktikan kemudian melakukan verifikasi LPJ Penerimaan/Pengeluaran 

melalui aplikasi pada SPRINT dan juga memeriksa data hardcopy LPJ 

Penerimaan/Pengeluaran, praktikan melakukan pengujian data antara lain: 

a. Kesesuaian Saldo Awal 

b. Kesesuaian saldo uang di rekening bank 

c. Kesesuaian jumlah uang di brankas 

d. Kebenaran perhitungan 

e. Kesesuaian saldo UP (pada LPJ Pengeluaran) 

f. Kesesuaian penyetoran ke kas Negara 

g. Kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak 

 

Gambar III.16 Tampilan ADK LPJ pada SPRINT 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

5. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka praktikan dapat 

mengembalikan LPJ kepada Satker dengan menyertakan surat 

pengembalian LPJ dengan format sesuai dengan PER-03/PB/2014. Hal 

ini dilakukan apabila terjadi masih terdapat kesalahan dalam LPJ. 
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Apabila LPJ jika data sudah sesuai dan lengkap, praktikan dapat 

menerima kemudian klik “Approve” 

 

Gambar III.17  Tampilan melakukan approve ADK LPJ 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

6. Setelah proses verifikasi pada aplikasi SPRINT, praktikan memastikan 

file ADK LPJ sudah berhasil di Approve dengan melihat pada menu 

“SILABUN” kemudian klik “Monitoring Pengeluaran” 

 

Gambar III.18 Tampilan Menu Monitoring ADK LPJ berhasil 

Sumber: Data diolah oleh praktikan  

Tolak jika masih terdapat 

kesalahan 

Approve jika sudah 

sesuai 
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Lalu pada minggu ke tiga, praktikan diminta untuk pindah ke Seksi Pencairan Dana. 

Dalam seksi Pencairan Dana, praktikan diberikan beberapa tugas antara lain: 

1. mengupload Arsip Data Komputer (ADK) yang berisi Surat Perintah 

Membayar (SPM) ke dalam aplikasi SPAN 

Arsip Data Komputer (ADK) merupakan dokumen hasil konversi 

SPM yang telah diajukan oleh Satker kepada KPPN, Dokumen tersebut 

kemudian digunakan sebagai lampiran SPM pada saat melakukan proses 

pencairan dana (Lampiran 21, Hal 72 ). Lalu Surat Perintah Membayar 

(SPM) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (Lampiran 22, Hal 73 ). Kemudian SSP 

merupakan bukti pembayaran penyetoran pajak yang telah disetorkan ke kas 

Negara melalui tempat pembayaran yang sudah ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan. (Lampiran 23, Hal 74 ) 

Praktikan diberikan tugas untuk meng-upload SPM ke dalam 

aplikasi SPAN. Setelah SPM dikonversi pada bagian pelayanan Pencairan 

Dana, SPM tersebut harus di-upload untuk menyelesaikan proses pencairan 

dana. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam meng-upload 

SPM ke dalam aplikasi SPAN antara lain: 

1. Praktikan melakukan log in pada aplikasi SPAN 



 
 

 
 

32 

 

Gambar III.19 Tampilan Awal Aplikasi Oracle 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

2. Setelah log in akan muncul tampilan awal aplikasi SPAN. Lalu 

kemudian Klik menu “182 PM Persetujuan Tagihan” Lalu muncul 

pilihan sub menu, kemudian klik “Payment” 

 

Gambar III.20 Tampilan Menu Aplikasi Oracle 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

3. Selanjutnya praktikan harus meng-upload data dari file ADK yang 

sudah dikonversi. Lalu Klik “Unggah Data Resume Tagihan”, 
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kemudian klik “Browse”, setelah itu pilih ADK yang sudah dikonversi 

untuk di-upload dengan klik “Upload” 

 

Gambar III.21 Tampilan Pencarian SPM yang Ingin di Upload 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

4. Setelah ADK berhasil di-upload, maka akan muncul rincian detail 

mengenai SPM. Detail rincian yaitu Nomor Resume Tagihan, Tipe 

Tagihan, Nomor Supplier, Nama Supplier, NPWP, Kode Pos, Tipe 

Supplier, KPPN, Kelompok Bayar, Tanggal GL, Tanggal Termin dan 

Email. 

5. Praktikan kemudian mengisi kolom No. Supplier dan Kelompok Bayar 

sesuai dengan data SPM yang terlampir. Setelah selesai mengisi, 

kemudian klik “Simpan Data” 

Klik “browse” untuk 

mencari data SPM yang 

ingin di upload kemudian 

klik “upload” 
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Gambar III.22  Tampilan Pengisian Data SPM pada Kolom No.Supplier 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

 

Gambar III.23  Tampilan Pengisian Data SPM pada Kolom Kelompok Bayar 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

6.  Setelah itu akan muncul tampilan resume tagihan, praktikan kemudian 

melakukan validasi data SPM dengan menekan “Pengecekan” 
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Gambar III.24  Tampilan Validasi Data SPM 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

7. Setelah dilakukan pengecekan dan data tersebut menunjukkan bahwa 

resume tagihan tersebut dinyatakan valid. 

 

Gambar III.25 Tampilan Validasi Data SPM berhasil 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

8. maka kemudian melakukan proses unggah dengan menekan “Proses 

Unggah” 
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Gambar III.26 Tampilan Untuk Proses Unggah Data SPM 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

9. setelah proses unggah sukses, maka data resume tagihan tersebut sudah 

di-upload ke aplikasi SPAN dan kemudian dapat dilakukan proses 

selanjutnya. 

10. Praktikan memberikan paraf, tanggal dan waktu selesai proses upload 

data tersebut pada hardcopy ADK. Ini lakukan untuk mempermudah 

pengecekan apabila terdapat data SPM yang belum di-upload. 

2. Menyetujui Arsip Data Komputer yang sudah di upload pada aplikasi SPAN 

Setelah data ADK SPM selesai di-upload, selanjutnya adalah proses 

penyetujuan (approve) data SPM tersebut. Pada proses penyetujuan 

(approve) ini dilakukan tahap verifikasi kesesuaian jumlah SPM yang 

tertera di ADK SPM dengan hardcopy SPMnya. Adapun langkah-langkah 

yang praktikan lakukan dalam melakukan proses penyetujuan (approve) 

SPM adalah sebagai berikut: 

1. Praktikan melakukan log in pada aplikasi SPAN 
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Gambar III.27 Tampilan Awal Aplikasi Oracle 

Sumber: Data diolah oleh praktikan  

2. Setelah log in, akan muncul tampilan awal aplikasi SPAN. Pada 

tampilan awal tersebut, praktikan kemudian menekan “Daftar Penuh” 

untuk menampilkan seluruh SPM yang telah di-upload 

 

Gambar III.28 Tampilan Saat Ingin Melakukan Approve SPM 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

3. Setelah itu akan muncul daftar SPM yang telah di-upload. Maka 

praktikan melakukan pemilihan SPM berdasarkan nomor SPM pada 
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hardcopy nya. Kemudian klik “Buka” untuk melihat rincian SPM yang 

ingin di-approve.  

 

Gambar III.29  Tampilan Daftar SPM yang Ingin di Approve 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 

4. Kemudian praktikan harus mencocokan data mengenai kode satker, 

nomor SPM dan nominal yang akan dibayar. Apabila data yang tertera 

sudah sesuai dengan hardcopy SPMnya, maka praktikan menekan 

“Menyetujui” 

 

Gambar III.30  Tampilan Saat Melakukan Persetujuan (Approve) 

Sumber: Data diolah oleh praktikan 
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5. kemudian memberikan paraf, tanggal dan waktu selesai proses approve 

SPM tersebut pada hardcopy ADK. Ini untuk mempermudah 

pengecekan apabila terdapat data SPM yang belum di-apporove. 

C. Kendala yang Dihadapi 

Selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan, tentunya praktikan 

juga menghadapi kendala, antara lain: 

1. Beban Pekerjaan yang begitu banyak dan harus diselesaikan dalam waktu 

yang cepat.  

Hal ini terjadi saat praktikan meng-upload SPM. Pada saat pagi hari, 

SPM relatif sedikit karena hanya beberapa Satker yang datang pada awal 

waktu. Namun, pada menjelang siang hari banyaknya Satker yang datang 

membuat SPM menumpuk. Lalu dokumen yang sudah di konversi 

tersebut tertumpuk di front office menyebabkan terhambatnya proses 

upload SPM. Sedangkan dalam melakukan proses upload SPM terdapat 

beberapa sesi maka terdapat keterbatasan waktu, hal ini yang  menjadi 

kendala praktikan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

2. Tidak adanya SOP (Standard Operating Procedure) untuk pemagang. 

Hal ini menyebabkan ketidak jelasan mengenai pekerjaan yang 

harus dilakukan oleh praktikan ditempat PKL. Praktikan hanya akan 

bekerja saat ada yang meminta bantuan dan ketika praktikan melakukan 

inisiatif dalam menawarkan bantuan saat karyawan melakukan 

pekerjaannya. 

D. Cara Mengatasi Masalah 
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1. Beban Pekerjaan yang begitu banyak dan harus diselesaikan dalam waktu 

yang cepat. 

Dalam mengatasi beban pekerjaan yang banyak dan harus 

diselesaikan dalam waktu yang cepat maka diperlukan adanya sistem 

kerja yang jelas. Sistem kerja yang baik merupakan salah satu faktor 

penting dalam kemajuan sebuah perusahaan dan merupakan kunci utama 

keberhasilan dalam rangka meningkatkan produktivitas, meminimalisir 

terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan efisiensi 

perusahaan.(Mindhayani & Purnomo, 2016)  

Penetapan sistem kerja dalam suatu kegiatan sangat penting untuk 

mengkoordinasi pekerjaan atau mengorganisasi satu kesatuan yang 

harmonis. Dengan adanya sistem kerja yang efektif dan optimal dapat 

meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Untuk meningkatkan 

produktivitas kerja perlu adanya penyempurnaan tata kerja. 

Penyempurnaan tata kerja yang dimaksud adalah pengaturan kembali 

secara sistematis tentang cara-cara kerja, perlengkapan-perlengkapan,  

alat-alat  dan  keadaan-keadaan  kerja  sehingga  bisa mampu mengurangi  

kelelahan  pekerja  dan menaikkan efisiensi  dan kualitas 

pekerjaan.(Morlian, 2016)  

Berdasarkan teori diatas, dalam mengatasi permasalahan ini perlu 

adanya sistem kerja yang jelas dan koordinasi yang efektif agar terjadi 

efisiensi waktu dalam melakukan pekerjaan. 

2. Tidak adanya SOP (Standard Operating Procedure) untuk pemagang. 
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Dalam mengatasi permasalah ini perusahaan perlu menyusun SOP 

untuk pemagang. SOP merupakan salah satu senjata bagi suatu organisasi 

dalam memberikan pelayanan yang baik, cepat, tepat dan seragam karena 

SOP dibuat untuk memberikan suatu sistem yang tegas agar setiap 

kegiatan pelayanan memiliki aturan dan batasan yang baku.(Hamidi & 

Raflah, 2019) 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan dengan baik 

oleh suatu perusahaan maupun instansi pemerintahan, maka suatu 

perusahaan atau instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya dan 

bisa berhasil dan sukses. Oleh karena itu seharusnya setiap satuan unit 

kerja pelayanan publik instansi pemerintah memiliki standar operasional 

prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur. Sehingga hal ini dapat 

mempermudah para praktikan perusahaan tersebut.
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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu syarat akademik 

perkuliahann dimana program tersebut menjadi wadah untuk mahasiswa 

mengenal lingkungan kerja mulai dari budaya hingga mendapatkan 

pembelajaran dan juga pengalaman selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan.  

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan, praktikan menyimpulkan: 

1. Praktik yang dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) Jakarta VII memberikan pengalaman yang nyata mengenai 

akuntansi yang sesungguhnya di dunia kerja. 

2. Praktikan dapat mengetahui prosedur dan proses pencairan dana APBN 

dan juga mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses 

pencairan APBN. 

3. Praktikan dapat menerapkan ilmu yang didapat dari perkuliahan pada 

pelaksanaan PKL. 

4. Praktikan dapat mengetahui aplikasi apa saja yang digunakan oleh 

KPPN dalam menjalankan fungsinya sebagai instansi pemerintah. 

5. Praktikan mendapat pelajaran agar lebih cepat tanggap, proaktif, dan 

kreatif dalam bekerja. 
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B. Saran 

1. Bagi Praktikan Selanjutnya 

Adapun saran bagi praktikan yang akan melaksanakan kegiatan PKL 

yaitu: 

a. Praktikan melakukan survei tempat PKL terlebih dahulu dan 

melakukan proses pengajuan minimal 3 bulan sebelum 

pelaksanaan PKL 

b. Praktikan harus proaktif dalam menggali informasi mengenai 

perusahaan yang akan dipilih untuk tempat PKL dilaksanakan. 

c. Praktikan  membaca Standar Operasional Pekerjaan di divisi yang 

di tempati, dan aktif bertanya jika mengalami kesulitan dalam 

memahami pekerjaan. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

Adapun saran bagi Fakultas Ekonomi UNJ yaitu: 

a. Memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKL 

dengan melakukan rekomendasi kepada mahasiswa mengenai 

tempat-tempat yang menerima mahasiswa magang. 

b. Mempersiapkan dosen pembimbing PKL sebelum pelaksanaan 

PKL sehingga praktikan dapat menerima saran mengenai apa saja 

yang harus disiapkan sebelum pelaksanaan PKL 
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3. Bagi KPPN Jakarta VII 

Adapun saran bagi KPPN Jakarta VII yaitu: 

a. Mempertahankan serta meningkatkan hubungan kerja sama yang 

baik antar sesama karyawan maupun antar karyawan dengan atasan. 

b. Perlu adanya sistem kerja yang jelas dan koordinasi yang efektif agar 

terjadi efisiensi waktu dalam melakukan pekerjaan. 

c. Pembimbing memberikan arahan yang jelas mengenai tugas yang di 

berikan. 

d. Perusahaan perlu menyusun SOP (Standard Operating Procedure) 

untuk pemagang. 
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Lampiran 1 : Surat Permohonan PKL 
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Lampiran 2 : Surat Persetujuan PKL 
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Lampiran 3 : Log Harian PKL 

LOG HARIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN  NEGARA  

(KPPN) JAKARTA VII 

Hari/Tanggal Kegiatan 

Senin, 29 Juli 2019 

1. Pengenalan Pekerjaan di setiap seksi 

2. Melakukan pengarsipan Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ) ke map dokumen 

arsip LPJ  

Selasa, 30 Juli 2019 
Melakukan pembukuan jurnal Hibah Langsung dari 

Satker pada aplikasi SPAN 

Rabu, 31 Juli 2019 
Melakukan pembukuan jurnal Hibah Langsung dari 

Satker pada aplikasi SPAN 

Kamis, 01 Agustus 2019 

Melakukan verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban 

(LPJ) Pengeluaran dan Penerimaan yang diberikan oleh 

Satker. 

Jumat, 02 Agustus 2019 

Melakukan verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban 

(LPJ) Pengeluaran dan Penerimaan yang diberikan oleh 

Satker. 

Senin, 06 Agustus 2019 

Melakukan verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban 

(LPJ) Pengeluaran dan Penerimaan yang diberikan oleh 

Satker. 

Selasa, 07 Agustus 2019 

Melakukan verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban 

(LPJ) Pengeluaran dan Penerimaan yang diberikan oleh 

Satker. 

Rabu, 08 Agustus 2019 

Melakukan verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban 

(LPJ) Pengeluaran dan Penerimaan yang diberikan oleh 

Satker. 

Kamis, 09 Agustus 2019 

Melakukan verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban 

(LPJ) Pengeluaran dan Penerimaan yang diberikan oleh 

Satker. 

Jumat, 10 Agustus 2019 

Melakukan verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban 

(LPJ) Pengeluaran dan Penerimaan yang diberikan oleh 

Satker. 

Senin, 12 Agustus 2019 

Melakukan verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban 

(LPJ) Pengeluaran dan Penerimaan yang diberikan oleh 

Satker. 

Selasa, 13 Agustus 2019 
Melakukan pengarsipan Laporan Pertanggungjawaban 

(LPJ) ke map dokumen arsip LPJ. 

Rabu, 14 Agustus 2019 
Melakukan pengarsipan Laporan Pertanggungjawaban 

(LPJ) ke map dokumen arsip LPJ. 
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Kamis, 15 Agustus 2019 
Melakukan pembukuan jurnal Hibah Langsung dari 

Satker pada aplikasi SPAN 

Jumat, 16 Agustus 2019 
Melakukan pembukuan jurnal Hibah Langsung dari 

Satker pada aplikasi SPAN 

Senin, 19 Agustus 2019 

Mengupload Arsip Data Komputer (ADK) yang berisi 

Surat Perintah Membayar (SPM) ke dalam aplikasi 

SPAN 

Selasa, 20 Agustus 2019 

1. Mencatat Surat Perintah Membayar (SPM) 

Penolakan beserta lampiran-lampirannya sebelum 

dikembalikan kepada Satker 

2. Mengupload Arsip Data Komputer (ADK) yang 

berisi Surat Perintah Membayar (SPM) ke dalam 

aplikasi SPAN 

Rabu, 21 Agustus 2019 

1. Mencatat Surat Perintah Membayar (SPM) 

Penolakan beserta lampiran-lampirannya sebelum 

dikembalikan kepada Satker 

2. Mengupload Arsip Data Komputer (ADK) yang 

berisi Surat Perintah Membayar (SPM) ke dalam 

aplikasi SPAN 

Kamis, 22 Agustus 2019 

1. Mencatat Surat Perintah Membayar (SPM) 

Penolakan beserta lampiran-lampirannya sebelum 

dikembalikan kepada Satker 

2. Mengupload Arsip Data Komputer (ADK) yang 

berisi Surat Perintah Membayar (SPM) ke dalam 

aplikasi SPAN 

Jumat, 23 Agustus 2019 

Mengupload Arsip Data Komputer (ADK) yang berisi 

Surat Perintah Membayar (SPM) ke dalam aplikasi 

SPAN 

Senin, 26 Agustus 2019 

Mengupload Arsip Data Komputer (ADK) yang berisi 

Surat Perintah Membayar (SPM) ke dalam aplikasi 

SPAN 

Selasa, 27 Agustus 2019 

1. menyetujui Arsip Data Komputer yang sudah di 

upload pada aplikasi SPAN 

2. mengelompokan ADK (Arsip Data Komputer) 

yang terdiri dari Surat Perintah Membayar dan 

SSP serta lampiran-lampiran lain ke dalam 

kelompok Satker yang akan diberikan kembali 

kepada Satker dan arsip untuk KPPN 

Rabu, 28 Agustus 2019 

1. menyetujui Arsip Data Komputer yang sudah di 

upload pada aplikasi SPAN. 

2. mengelompokan ADK (Arsip Data Komputer) 

yang terdiri dari Surat Perintah Membayar dan 
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SSP serta lampiran-lampiran lain ke dalam 

kelompok Satker yang akan diberikan kembali 

kepada Satker dan arsip untuk KPPN 

Kamis, 29 Agustus 2019 

1. menyetujui Arsip Data Komputer yang sudah di 

upload pada aplikasi SPAN. 

2. mengelompokan ADK (Arsip Data Komputer) 

yang terdiri dari Surat Perintah Membayar dan 

SSP serta lampiran-lampiran lain ke dalam 

kelompok Satker yang akan diberikan kembali 

kepada Satker dan arsip untuk KPPN 

Jumat, 30 Agustus 2019 

1. Mencatat Surat Perintah Membayar (SPM) 

Penolakan beserta lampiran-lampirannya sebelum 

dikembalikan kepada Satker. 

2. Mengupload Arsip Data Komputer (ADK) yang 

berisi Surat Perintah Membayar (SPM) ke dalam 

aplikasi SPAN. 

 

  



 

 
 

54 
 

Lampiran 4 : Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 5 : Penilaian PKL 
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Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL 
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Lampiran 7 : Sertifikat Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 8 : Jadwal Pelaksanaan PKL 

JADWAL KEGIATAN PKL 

FAKULTAS EKONOMI – UNJ TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

NO Kegiatan 
Mei 

2019 

Juni 

2019 

Mei 

2019 

Agustus 

2019 

Sept 

2019 

Okt 

2019 

Nov 

2019 

1 Pendaftaran PKL        

2 

Surat Permohonan 

PKL ke 

Perusahaan 

       

3 

Kontak dengan 

Perusahaan untuk 

penempatan PKL 

       

4 Pelaksanaan PKL        

5 
Praktikan Laporan 

PKL 
       

6 
Penyerahan 

Laporan PKL 
       

7 
Koreksi Laporan 

PKL 
       

8 

Penyerahan 

Koreksi Laporan 

PKL 

       

9 

Batas Akhir 

Penyerahan 

Koreksi Laporan 

PKL 

       

10 

Penutupan 

Program PKL dan 

Pengumuman 

Nilai PKL 
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Lampiran 9 : Struktur Organisasi KPPN Jakarta VII 
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  Lampiran 10 : Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat 

Berharga (MPHL BJS) 
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Lampiran 11 : Surat Perintah Pengesahan Penerimaan Hibah Langsung 

Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) 
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Lampiran 12 : Surat Penetapan Nomor Registrasi Hibah 
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Lampiran 13 : Berita Acara Serah Terima (BAST) 
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Lampiran 14 : Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung 

(SPTMHL) 
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Lampiran 15 : Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran 
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Lampiran 16 : Rekening Koran 
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Lampiran 17 : Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi 

 

  



 

 
 

69 
 

Lampiran 18 : Daftar Rincian Kas Rekening Satker 
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Lampiran 19 : Nota Konfirmasi Penerimaan Negara 
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Lampiran 20 : Neraca per Akhir Bulan 
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Lampiran 21 : Arsip Data Komputer (ADK) hasil konversi SPM 
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Lampiran 22 : Surat Perintah Membayar (SPM) 
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Lampiran 23 : Surat Setoran Pajak (SSP) 
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Lampiran 24 : Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan Laporan PKL 
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Lampiran 25 : Format Saran Dan Perbaikan Laporan PKL 

 


